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. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  ientang
Penyclenggaraan Negars, yang Beralh den Betas dari Korupasi,
Kolusi dan Nepatisme {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 13%, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nanor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khisus Bagi Provingd Papus (Lembaran Negara Republik
Indctvesia Tammn 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Republle Indonesia Womor 4151} scbegaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Homor 35 Thlem 2008 teniang
Penempatan Pormhuran Penggwntl Dndang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papow
menjadi Undang-Urndang [Lembaran Nagara Republik [ndmesia
‘Tahun 2008 Nomor 122, Tambahen Lembaran Negam Repubil
Indoncsia Nomor 4884};

. Undang-Undang Nemor 30 Talum 2002 tenteng Komisi
Pemberantazan Tindak Pldana Korupsi (Eembaran Negars
Repoblik Indoncsia Tehun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran  Negmm Republik Indonesla Nomor 423509,
sebagaimana telah divbah beberapakalf, terakhir dengen
Undang-Undang Nomor 19 Tabun 2019 tentang Perubahan
Kedus Atas Undang-Undeng Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Kombti Peinbarentosan Tindak Pidama Eorupsl (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);

Undang-Undeng Nomor 17 Tabun 2003 tenteng Keuangan
Negara PRepublic Indonesia  {(lembaran HNegara  Republilc
Indomienin Talnm 2009 Nomoy 47, Tambahen Lernbaran Negara
Republik Indoneals Nomor 4285);

Undang-Undang Nonor 1 Talnwn 2004 tentang Perbendaharann
Hegara (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2004
Nomor 5, Tambehean Lembsran Negarm Republlic Indonesia
Nomor 4355);

. Undang-Undang Womor 13 Tehun 2004 tentang Pemeriksann
Pengeloluan dan Tangmungaweb Heuangsn Hegura [Lembaran
Negara Republik Indoncaia Tahun 2004 Nomor &6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesta Nomaor 44400);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangmn (Lembamn Negara Republile
Indomesia Tahun 2011 Nomeor 82, Tanmbalan Lembaran Negama
Republik Indonesin Nomor 5234) scbapnimana telah dinbah
dengan Undang-Undang Nomor 135 Tehun 2019 wentang
Perisbahan Atas Undang-Undang Note' 12 Telun Tahun 2011
tsntang Pemobeniuian Peraturan — Penundsmg-Undangan
{Lembaran NMegara Republik Indonesia Tabun 2019 Komor 183,
Tamhahan Lembaran Negara Republik Indnnesis Nomor 63598);

9. Undang-Undang ......
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9.

10.

11‘-

12.

14,

15,

16.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tenteng Pemerikaaan
Pengelolaan den Tanggungjawadb Keuangen Negara (Leambaran
Negara Republik Indoniesia Tahun 2004 Nomar 66, Tambahan
Lembaran Negara Republk Indoneala Nomar 4400§;

Undang-Undang Nomor 12 Tahum 2011 tentang Pembentuken
Peraturan Perandang-Umdangan (Lembaran Negara Republik
Itvlonesin Tahun 2011 Nemar 82, Tambahan Lembaray Negara
Republic Indonesia Nomor 5234) sehagnitnana telah diubah
dengan Undang-Undang Momor 15 Tabun 2019 tentang
Perubahan Aias Undang-Undang Noswe 13 Tahun Tahun 2011
tentang  Pembeniuknn  Pemsturan  Perundang-Undangan
{Lembaran Hegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambshnn Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 5:398);

Undang-Undemg Komor 3 Talnm m14mwutaug Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Talnm 2014
Memor 244, Twmbahen Lembaren Negara Republlle Indonesia
Neamor 5587,

Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 teobeng Pemerintahan
Datrah (Lembaran Negara Republic Indonceia Tahun 244,
Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesin Nomor* 5587)
sehagaiomma telah divbah dengan Undanpg-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan kedua ataa Undeng-iindang
Numer 32 Tehun 2014 tentang Pomerintah Daerah {Lembaren
MNegata Repuhlik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia, Nornoe 5678);

Undsnp-Undang HNomor 30 Talmm 2014 tentang Administras]
Pemerimtahan (Lembaran Megam Republik Indopesis Tahunm
4014 Nemor 2921, Tambahan Lembaran Negara Republik
Ixlomexin Homor 346);

Undang-Undang Nomec 2 Tohun 2030 (entang Penetupan
Peraturan Pemeriniah Penggenti Undang-Uindang Momar 1
Tabun 2020 tentang Eebifakan Ksvuangan Negara dan Siabilitan
Simten Keuangan Untuk FPenanganen Pandemi Corona Virus
Disecane 2019 {Corid-1%) DanjAtan Dalam Rangka Menghadapi
Ancamen VYang Membshaysksn Perelmnomian Namonal
DanfAte Btabilitas Sistemn Kenangan Menjad Undang-Undang
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lombaran Negara Republils Indonesia Nomaor 65 16);

Pergnaran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Kevangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indoneeeia Tahiun 2005 Nomor 138, Tambahen Lembaran Hepara
Pepublikc Indonesia Namor 4579) schegnimana telak diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tabun 2010 tentapng
Perubshan ates Peraturan Pemerintsh Nomor 36 Tehun 2005
tentang Sistem Inksmasi Keusmgan Decrah {Lembearan Negara
Repubdik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoneada Numor 51535);

Peraturan Pemerintoh Namor 65 Telun 2005 tentang Pedoman
Penyusimen den  Pencrapan Siandar Pelayanan Minimal
[Lembaran Nagara Republik indonesia Talvin 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negars Republik Indonesia Nomor 4585
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17.

13‘

19.

Peraturan Pemerintah Romer 79 Tabun 2005 tentang Pedoman
Pembinean dan Progawasan Penyelenggarann Pemerintah
Dacrah [Lembaran Megara Republik Indonesia Tabhun 2005
Nomor 165, Tembahan Lembaran Negarn Republik Indonesia
Nomor 4593

Peraturen Pemerinimh Nomor 8 Talun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan den kineja lnstansi Pemerintah (Lembaren Negara
Republik Tndemeala Tahun 2006 Nomer 25, Tambahan
Lemberan Negara Republik Indonesis Nomor 4358%9);

Peraturan Pemerintgh Nomor 38 Tehun 2007  icntang
Pembeginn Urosan  Pemerininhan  Antara  Pemerintsh,
Pemerintahan Decrah Provinal dan Pemerintaban Dacrah
Kabupaten fKota {Lembarun Negare Reputdic [ndoaesla Tahun
2087 Nomor 82, Tambahan Lembaren Negara Republlic
Indonexia Nomor 4757

20. Peraturan Pemexintsh Nomor 71 Tubun 20i0 tentang Standar

21.

Alumisnei Pemerintah {Lemberan Negara Republic Indonesia
Tabum 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonexin 5165);

Peraturan Pemerintal Nomor 18 Tahum 2018 tenteng Peranghkat
Dasrah {Lemberan Negam Republic Indseesia Talmm 2016
Nomor 114, Tambahwn Lemberan Negara Republik lndoncsia
Noomuw SB87);

Nomor S5041);

Peraturan Pemesinteh Nomer 2 Talum 2018 temismg Standar
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahsan Lembaran Negara Republikc
Indonexia Nomor 6178); :

Peraturan Pemerintah Momor 56 Tahun 2018 tentang Pinjwman
Daerah (lembharan Negars Republik Indomesla Tabupn 2018
Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5279);

Republi Indonesia Nomor 6322

Pergturan Menteri Dalarn Negeri Nomew' 13 Tohun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Duwersh, schagmnimana talah
diubah beberapakali terakhir dengan Persturan Menteri Dalam
Negerl Nomor 21 Tahun 2011 tentsng Perubahan Kzdua
Pecetzran Mentrri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 [Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310;

7. PRraturan ...
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7.

29,

31.

Paraturan Metteri Dalam Megeri Nomor &4 Tahun 2013 tentsng
Penerapan Stander Aluneansi Pemeriniah Berbasis Aborual pada
Pemerintah Datraly (Berlta legara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1425];

Peyaturan Menteri Dalam Negerl Nomor 80 Tabiun 2015 tentang
Pemibentukan Produk Hukum Dserah, {Berita Negara Republik
Indonesla Tahun 2015 Nomotr 2035) schagaimana telah di ubah
dengnty Peraturun Menteri Dalam Negeri Nomar 120 Tahun
2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tebun 2018 Tentang Pembentulkas Praduk Hukum
Dacrah [Berita Negara Talun 2018 Nomor 157

Peratiran Menterd Dalarm Negerl Nomor 14 Tehun 2016 ientang
Perubskan Kedua ntes Peratoran Menteri Dulam Negeri Nomar
32 Tabun 2011 tentang Pedoman Pemberlan Hibah dan
Bantuan Sosisl yang bermumber dari Anggaran Peodmpatan dan
Belanja Daeuh (Beritn Negara Republik indonesis Tahun 2016
Nomer 541);

Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem [nformaxt Pemerintah Dacrall (Berita Daeyah Republik
Indanesio Tohum 2019 Homoc 1114):

Pernturan Menterl Dalum Negerd Nomor &4 Tehun 2020 tentang

Fndnmm&mrummmmmplunnmﬂchnjl
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik

[ndonesia Tabnn 2020 Nomeor B88);
Peraturany Mentori  Dalam i Republik Imdonesis

Nomor 77 Tahun 2020 Tentsng Pedoman Teknis Pengelolaan
Drerals [Berita Negara Rapublik Indoneala Tahun
2020 Nomor 1781}
Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numbor Neawor 4 Tahun
2018 tentang Perubahan Pertama Atas Perwhuran Dacrah
Ksbupaten Bizk Numfor Momor 3 Tsbun 2016 tentang
Pembentukan dan Susanen Perangkat Daersh (Lembaran
Decrah Kabupaten Biak Numby Tahun 2018 Nooxk 4);
Petaturan Decrwly Kabupaten Bisk Numfor Nomor @I Tahum
020 tentang Rencans Pemnbangunarn Jangks Menengah Dasrah
(RPIMD) Exbupaten Biwk Numior Tahan 2019-2023 {Lembaran
Dnersh Kabupeten Biak Numfor Nomor 1 Tabun 2020 );

Peratursnt Daerah Kabupetsn Bisk Numfor Nomwer 1 Tahum

2021 tentang Anggwran Pendapatan dsn Belwnja Daerah
Blak Mumior Tehun Angemran 2021 {Lembaran

Daerah Kabupsten Biak Numior Talvan 2021 Nomeor 1);

%mmﬂﬁlkﬂumhd'ﬂnmurﬁhhmﬂﬂlm

Pepjabaran  Angguran Pendapatan dan Belanja Dacrah

ten Biak Mumfor Tahun Anggaran 2021 (Berita Dacrah
Kabupaten Biax Numfer Tahun 2021 Nomor 1].Deerak
Kebupaten Biak Numbyr Tabun 2020 Nomos 1)

MEMUTUSKAN | ...
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MEMUTUSEKAYN :

Meocmpksn  : PERATURAN BUPAT] TENTANG FERJALANAN DINAS BAQL

PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, AFPARATUR SIFIL
NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINQEUKGANR
PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2021

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimakeud dengan :

1.

2.
<
4

10

Ill
lil

Datrah sdalah Daerah Kabropaten Bink Numifor ;
Permerintah Deeruh adalaly Pemerintah Kabopaien Blak Numfor;
Bupeti adalah Bupatl Biak Numlfor;

Doeran kabupaten Bial Nuesfes:

Ketusa dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dasrnh yang sclanjutmya
Organicasi Pewnghut Dacrnh yung stianjohis discbut OPD adaleh
Organisasl Perangiat Dasrah selamjuinya disshut OFD adelah Perangicat
Dacrah pada Pemerintah Dasroh selaln: pengpune anggaran fpengmung
bareng.

Aparatur Sipil Kegara adalah Aparatur Sipidl Hegar seboagaimans, dicpaksud
dalam Undnang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipll Negasa
yang bekerjn di Engivmgan Pernerintah Kabupaten Biak Numfor;

Pejsbat Magara adalaly Bupatl dan Walkil Bupati Bisk Mumndos:

Pefabat Dacrah adalab Unsor pimpinan dan Angpota Dawan Perwakilan
Rakyat Doerah {DPRD} Kabupaten Biak Numfor;

Organisasd Perunglat Duerah selanjutmys dinsbut edalaly Perangiat
Daerah pads Pemerintab Dacrah selaku penggpuns anggarsn/penggina
Pegawni Tidak Tetep adelah pegawni yang disngkat oleh pejabat Pembina
Eepegaorpian  uriulk m ‘l'nkh'l terteaty El.lnn. meialesagploan tugas
rmdu sistem krpegaweian, yeng tidak berkedudulan ecbagai Fbﬂwm
Pegabat Pernising Pegawni adalah Bupati Biak Numibor.

Pejabat berwenang memerineh perialan dines adslah Bupati, Sekretsris
Dacrai dan Kepala Organisast Perangkat Daersh (OFD), Kelapa Bagian,

Dmtrikd Keharahan di Pemerintak Ka
m an Kepala tinglnirgan bupaten
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13.

14,

15.

16.

17.

1B.

19,

211-

(1)

T

Perjalanan Dinas adslah perjalansn ke loar tempat kedudukan beik
PEIOTANEAN mMAupUn secArd bersama balk dalam deemmh kabupaten/iota
lainnya, dalam Provinsi Papua mauput: luar Provinst Papua yang dilakulan
di dalam wilayah Negara Kesatuan Reopublik Indonesia uniuk kepentingan
regara dan rakyat ztas perintah pojabat yang berwenang memerinlah,
iermasuk pergjalanan derl tempat kedudokan ke tempat mennggalkan
Indonesia untuk bertolak ke Luar Negeri dan dari tempat tiba di Indoneaia
i fuer negerd ke tempat ksdudubon:

Perjalanen Dinas Jabatan adelsh Perjalanan Dinas melewati batas kota
dan/atat dalam kota dari tempet keduduksn be tempat yang ditujy,
melalmarminn higas dan kembali ke tempat kedudukan semuila di dalam
negerl;

Sistemn hnpeum edulab pembayaran yang dilaloulen dengan membayarkan
pmﬂnhhurnka@adimuhmhnunmhhmmumghm
berbugal macam pengelunran yang dibutithlouy;

Sistem eai-cont adalah biega yeng dikzhwrkan sczomi denmgan bukti
pengelnaran yang saly;

Uang havian perfalanan dinas adalah penggantion bisys. keperluan sehari-
hari Pejabat Negara/Aparatur Sipll Negara/Anggotn PolrifTHL/Fihak Lain
dalam menjalanion perintah perjalanan Dinas di dalam negeri;

Surat Perintall Pegjelenan Dinas yang selonjuinya discbat SPPD adalah
mtp&huhhpaﬁnp*hatmpq]nhldmnhhﬁmmrﬂiﬂ
Negara dan Pegawal ddak tetap untuk melakukan perjubum dinac,

Wilayeh Jabaten sdalah wilayah kerje datam menjalankan tugas;

. Tempat kedudukan adnlaly tempat dinoens inastansl stons nnit kerfa berada;

Tempat beriolak adalah tempat abiu kabupaten tempat/iabupaten f kota
melanjuikan perjalansn dinae ke mmpat Drjuan;

Tempat tjusn sdalah tempat abtu knbopaten/kota yeng menjadi tujuen
perjalanan dinas;

Perangicat Doesrah sdulah Perangiot Dasah pads Pemerintah Dwerah
mmm;mmmmm
Telmis Dacrah dun Sckolah;

Wajih pajak adalah oreng pribadi atah badan, mdipuﬂpemhaynrpnpk,
Fm;pﬂlkdmmtpajnhmmm dan kewajiban
perpajakan sesual dengan Ketrotuan Permtuman Perundang-Undangan

Pasai2

Standar Pejabat Negare, Pojabat Dacsrah, Aparatur Sipil Negare dan Pegawat
Tidak Tetwp ukan medgksanakwn pergaban dinee harus terlebih dahulu
mendapat persetijuan den perintah atewnnya sccara berjenjang dalam
organisasinys;

Pojabat Negare, Pejabat Dacrah, Aparmatur Sipil Negars dan Pegawni Tidak
Tetap yang sken melaksanakan perjalanan di luar dari tugas kedinezan dan
atay, tidak terknit demgan kepentingen kedinasan, pemblayaannwys tidsk
dibehankan pads angearan negurs Aiad daerah dan menjadi beban pritadi
Blau  organisaai yang owenugaskan unmbuk melakukan perjalanan
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(1)

{2)

{1}
(2)

(1
(2

(1)

BAB IT
RUANG LINGKUP FERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanar dinas merupalan perjalanas  dafam  menjalankan
kedinasan dari tempet keduduken ke tempat yang ditgu dam kembaeli e
tempat kedudulon sernule;

Perjalanan dinns schegaimans dimasksod peda ayat (1) melipud :
a. Perjalaveer Dines Dalam Negerl; dan
b. Pevjalanan Dinas Luar Hegeri.
Pasal 4
Perjalanan ditws dalam peperi merupaloon perjalanan dinas yang dilalrokan
dl dalam Wiayah Negara Keaatoan Republik Indonesia; dan
Perjalanan dinss dalam negert sobagairnana dimaksud pada aynt (1) terdiri
dari :

§

a. Perjelanan dines haar dacrah Proeinsg Papan;
b. Perjulanan dines haar dacrah dalam Provinsi Papua; dan
c. Pesgalasap dinss dalam dacrah Kabupaten Biak Numfor.

Pasal 5

Pazs] 6
Petjalnan dinas dilakuban sccara perorangany dan  atau  sccara
tim frombongan;

Dalam hal perfalenan dinss secara tmfrombongen untuk melak=anakan

matn kegatan tertentv, pengaturan blaya pedjalanen dines sesmi dengen
ketentupn yang berlokuy,

BAB I
PENGGOLONGAN DAN TINGEAT PERJALANAN DINAS

Pasal T

Perjalanan dinas wmmiﬂm dan
tangmmgiumhm:.:iﬂdumkﬂﬂmmnﬁng s

Penggolongan perjalanan dinas sebagalncans dimnk:ud dadam syat (1}
terdiri atas 5 jenam) tinglot yadta ;
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a. Tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati dan unsur Fimpinan Dewan
Perwakilan Rekyat Dacrah (DPRD);

h. Tingkset B uniuk Sekretarin Daerah dan Anggotas Dewan Perwakilan
Rakyut Deerah (DFRD);

¢, Tingket € wmtuk Eepala Organisasi Perangkat Dacmh (OFD) atawn
Pejabat Eselon ILL;

Tingkat D untuk golongan IV;
Tgkat E untul golongen IIT;
Tingket F untuk Pegawal Negeri S8ipil golongan H; dan

wﬂwwuwmwlmwm
p-

® ~ap

BAR IV
Pamal 8

(1) Pejabat yang heywenang meraber]l perintah vntak melsboeloan
dinas adalah Bupat, Ketoa Dewan Perwakilen Rakyat Deorah {DFRD),
Ackretaris Dacrah. Pimpinan Organisesi Perangkat Daersh (0PI, Xepala
Distrik, Kepala, Kelurahen, Eepala Sekolah dan Kepala Puskenpas;
2) wmmmmmﬂwmﬂﬂ
harus menetapkan Surat Perintah Tugas {3PT) dan Swurat Perintah
Perjalanen Dinas {SPPD} kepada Pejabat Negam, Pejahat Daemah, Aparatir
mﬂmmwmﬁmmmmm

[3) Dalem menerbitkan Suret Perintah Tuges (SPT) dan Sumt Perinish
Perjalanan Dinas (SPPD) herus dilakukan secara berjenjang sesaai dengan
kewenangen dan tanggunglawabnya sebagai berilout
a. Bupati untuk perjalanan dinas bagi Bupatl, Welkil Bupati dan Selaretaris

Dacrah scrin pejabat dasrah Inin sesual dengan kewenangannya ;

b, Sekretaris Dewan atas nama Bupatd untuk perjalsnan dinpas Ketua
Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah ([DFRD) umtuk perjalanan dines bagi
Fimpinan den Anggota Dewan Perwekibn Rakyat Daeerah [DPRD),
Aparatur Siptl Negara den Pegawai Tilak Tetap di lingkungrnnys;

¢. Bekretaris Daerah atas nama Bupet untuk perjalsnan dinas bagl
pejabat ncgmrs, pejabat dacrah, Apmmbur Bipll Negara dan Pegeors
Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blak Numibor; dan

bat bervenang memberi perintah perjalanan dineas hars mem
e Mdan ketersediaan pngmaran yang dialolmsikan utuk Inepanﬂngm

kemampuan
perjalan dinas dilingkumgan instansl yeng bersangkutan.

[ L R TN (BT T T



{1

(1)

3

{i)

(i)

¢

Pasad [0

Dalam hal prjabat yang borwenang akan melakulon petjalan dines, Burat
Perintsh Tugas (SPT} dan Burat Perintah Petjalanan Dinas [BPPD) di
tapdatangani oleh !

2. Atasan langsungnys scpanfang pejabat yang berwenang satu tempat
kedudukan dengan atasan langeengnya; dan

b. Ditinya sendirl aten nans atessan fangsongnye dalam hel pejabat

Pejabat tertinggl pada tempat keduduksan peiabat ymng bersangkutan
sebagaimana dimalemad syat (1) huruf b adalsh Bupeli dan Ketua Dewan
Perwakilan Raloyat Daerah (DPRD) Kabupeaten Biak Namior.

BAB LI
BIAYA PERJALANAN DINAS
Poragrad Pertama Aloknsi dan Sumber Biaya
Pazal 11

Selusuh blaya pedalanan Eows harus diafokasiican dalam  dolkumen
anggaren Organfsasl Perangkat Deerah (OFD) dan unit kerja mesing-
mesing

Ketersedigon alokast bieye perjalensn dines harus memperttie

bangkan
hnmmmphhmmﬂwmmmdmmu
keerja yang bersangkutsn; dan

Mutuibiuynpujalmmdimhmnmnmdupmlmnwﬁujpeﬂllmdm
efelctif, schinggn perin menghitung secarn cormmi dan kit ataa frelooenal

atay vohume perjalonon diros dan jumish orang yang melakulron perjalanan
dinas dalam sat: tahun anggaran,

Pasaj 12

Bumber bimya perjalanan dioss dibcbankan pada anggaran Organisaal
Perangkat Dacrah {OPD} masing-masing: dan

Biaya perjalanan dinas dapat dibsbankan kepads Beckretariat Dacrah atau
Organisasl Permngket Derrah (OPD) yeng lain atan unit kega yang laln,
apabila ditentokan lain semani kebutuftag pecjalanan dinas bersangkutar,

Prragrad Kedum,
Komponen: Biaya Perjalanan Dinas
Pasaj 13

Komponien biaya perjnlanan dityas iuar daerah Provinsi Papoa terdir desd :
a: umg"fﬂ-!
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(2}

)]

{1}

{1

11

. Uang harian yang meliputi usng makan, vang saku dan vang transport
folul;

b. Biays transportesi pegawei yang meliputi uang transportasi udara, uang
tranaportasi laut, uang transportani ke:eta api, alrpori iax serim
tranaportani darat deri rumah ke bandara/ pelabuyhan/stasiun dan
achalilovys;

c. imm”mmﬁpwhmd.hmn.ﬁmm mejeninnya;

d. Biaywa representod.

Komponen biaya perjalanan dinas Luse Deerah Dalam Provinsi Fapus
meliput :

a. mhﬁmmﬁwﬁmmhmmmm“mw

b. MWMM:WWM udara, uang
iransportasi Inut, uang traneportasi darat, airport tax serta transportasi
duﬂduﬂnmhkehnnﬂmfpchhtﬂlmftumhﬂﬁnuhﬁlmn

0. Biayn penginapan yang meliputl hotcl, loamen, winma dan sejenisoya;
dan
d. Biaya representasi.
dinss afas biaya

dimalrand pada aynat (1) dent syat (2) diberikan untuk Bupatl, Wald] Bupati,
Pimpipan den Angeota Dewan Perwnkilan Rakyat Daerah (OPRDY serta
Pejabat Eselon I sesuat Ketentuan yang berfaku,

Khumer binyn perjnlanan dinas luar dacrah dalwm Provinsl Papua yang
tidak menggunakan transportssl udamm dun transportasi lmut, tetapi
menggumakan transportasi darat diberBoan vang saku, Usng tmapsportasi
lakal dan vang penginAPaL.

Paanl 14

Komponen binya perjalanan dinas Dalem Daerab di witsyal Kabupaten Biak

Numler mellputi -

% Fn;nlnnmdhudidn]nmduuhmkm:n;duﬂﬂﬂchpm}jm
diberikan uvang tanespartasi lokal; dan

b. Perjalanan dinas di delam dasrah yang lebdh darl 8 {dclapen) jum
diberikan uang harian yang meliputi uang sakaz, uang tansportasi fokal
dan uang penginapan,

Dalam hal kareng atau leblh dar 8 {delapan) jam scbagaimana dimalkesud

pade ayat {1} dihitung daxi lamanys waktu jarek yang ditempuh dan atau

lamanya mengikut! keglatan datam perjalanan dines bersangicutan.

mmmmmmmmmm
Pasal § terdiri dari
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a. Uang harden yeng melipul usng makan, uang saku dan uang
transportasi lokal;

ke bandara/pelatrahen dan ssbalilnyn; dan
¢. Biaya penginapan ynag mefipti hotel, loamen, wisma dan acjenisnya.
{2) Komponen bhimys wehagsimena dimakeud dalm ayat {1) berlaku sejok
melakulan perjalanan dinas dari tempat kedudokan sampal 3 empat
tujuan di hiar negeri,

{3} Besaran kompomnen biaya sebagsimana dimaolswd pada ayat (1) diberikan
dalam benitink mata wang nipiah dengan menggunakan perhitungan atandar
kurs mata vang dolar Amerika Ser{lat (UB 5.

Pazal 16
Biaya perjalanan dinas Pejabat Megarn, Pejabat Daemhb, Aparator Sipil Negara
[ASN], Pegawsi Tidak Tetap {PTT} diberilan vniuk sclama-lamanya 7 {fajuh) hari.

Pazal 17

Pejabat Negnra, Prjabat Daerah Aparatr 8ipll Negara dan Pegawni Tidmk Tetap
yang melakukan perjalanan dines melebihi jumlah heri yang ditentikan dalam
Surat Perintah Perjaliman Dines (SPPDY karema dipermishkan mengikuti kegiatan
lain, mendapatican ltambahan blaya perjatanan dinas selaome mengiiotl keglatan
dimakyud sebagai begilart :

a. Mhhmmmmﬁmmmmmm

b, Pada kabupaten yang lain, mhdnpntdlhﬂ%ﬂmtﬂhmtdmpcqmn

bwpaunnahnmumpmshmmm:wmﬁ uang
teraneportas] ndare atay laot wiaw kerstn apl.

Pasal 158

Rincian besaran dana komponen biaya perjalersn dinas schegaimana dimaleend
peda Pasal 14, Pasal 15 dan Paszal 16 tersebut terdopat dalam smpiran I dan 1T
vang tdek terpisahlan dari Peraturan Bupatiinl.

Paragraf Ketign
Sistern dan Prosedur Pembayaran
Pasal 19

{1} Sistem pembeyaran perjalanan dinas tawdiri dan pembeyaran dengan

[ L R TN (BT T T
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[} Pembayuran dsngan sistem lumpsum sebagaimane dimalaud pada ayat {1)
uniuk komponen uang harien den wang ropresentasi dibayurkan secars
lumpeum dan merupakan hates tertingg! diterima langsung oleh pejabat
atay Aparatur Sipil Negara stau Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan
perjulunan dines.

{3 FPembayaran dengan eisizm at-cosl schagaimana di makaud pade syat (1)
wnituk kpmpanen uang penginepan, uang tansportasi udara, transporiasi
lnut, bansportasi darae, transportasd kercta apl, abrport tax, transporiasl
darat dar] dan atau ke bandamjpelabuhan fetesiun yang dilsloaken dengan
CATA &

% i{nmpnrmmtgpmmpmﬂlhmmﬂmnmuﬂdmmbhﬂrﬂlﬂnlm

dibayarkan sccara lumpsum.

B, Kompanén UAng udara dan transporteei laut
diteryariean / oleh bendahara peogehsarsn Organlsasi
Perangkat Daerah (OFDj/unit kerja pada agen atan trevel penjualan
tiket pewand biaya riil;

o. Hhueus darat dan traneportasi kereta api disesunikan
dengan kebutuhan riil dan kondisi pads waktu melakukan perjalanan
dinaa; dan

{1} Sistem pembayuran binya perjalanan dines depet dilakuiom melshai cara

Dalam hal pembayaran siea dena bisya perjalanan dinas acbhesar 30% (tiga
@ putuh persen) dilakuken pada ssat acdang melaisanakan perjalanan dinas
ataupun setelah selesai melaksanaken perjulanan dinae sesuai ketersedisan
dang dan dibeyarkan berdasarimn bukti-buktl pengelusran bagi komponen
pembiayasn yang menggunolan sittem at-cost.

Paaal 21

1] Adanya kelebihan hisya perjalanan dinas eakibat terjadi sclisih
“pengu'nnpan den uvang transportaai atau tiket, schisih antara
mmmmmmmmmm
bukti blaya penginapan dan bisya tiket keberanghnisn dan tket pulang
iambatrys 2 [dua) hari selak tiba kemball di Bink Numfor.

i
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(2) Kelalalan yang menbnbulkan kerupgin negarafdecrah atas ketetituan oyat
{1), sepenuhnya menjadi tanggungiowab polabat atuit Pegawal Negers Sipil
atau Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas.

BAB IV
PERJALANAN DINAS LAIN
Pasal 22

Selnin perjalanan dings scbagaimane dimaksud pada Pasal 4, jugn termasuak
perjalenan yang dilokuiran dealam hal @

a. Ditugaskan untuk mengikutl pendidikean dan pelatiban dinaa di huer tempat
keduadukan;

b. Diherusksn menghsdap Majales Pengufi Kesehatan Pegawni Negeri atan
menghadap doider pengiyi kesshatan yang ditunjuk yang berada diluar

¢ Unnik owendapatken pengubatan o luar tempat kedudukan berdasarkan
keputusan Mesjelis Pengoy Kesehatun Pegawai Negori ateu surat eeterangan
dokter bagi Fejabat Negara/Pejabat DacrahfAparstur En.'l Negara/Pegawai
Tidak Tetap yang cederm atau sekit pada wakiu dan ateu karena

d. Menjemput fmengantar ke tempat pemakamean jenszah begl Pejabat Negars/
Pejabat Daerah/Aparstur Sipil Negars/Pegawsd Tidik Tetap yang meninggal

muwmmmmmmu ju#.dihaﬂlmn
bimya pendidilan dan pelatihan yang hesarmym seweni deoguan ketentusn
kmbaga penddidikan den pelatithan yang bersangloatan,

[2) Keperiuan perjalanen dolam mngks pengobatan dan perswatan keschatan
schagnimana dimakeod pada Passl 22, solain diberikmn bigmw perjalanan
ncheguimana dimatcmsd pada Pasal 10 dan Pasal 11, juga diberilan binya
pengobatan dan permwatan yang besargn disesumikan dengan kemamanen
keuangan dasrah,

(3] Keperiuan pesjalanan delam rengka menjemput/mengantar jenazah dapat
diberikan untuk 3 [dual orang anggpta kehiorge, yang bossmannys masing.
masxing sesuni dengan ketentuen peda Pagal 10 dan Pasal 11, serta
diberilan  bisya tambaban berupa pmelian blaya nng,lmun dan
penjemnputan jenaredy yang besarnya disesuvsilkan dengan kemampuan
Eetangan dasrsh,

[ L R TN (BT T T
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BAB IV
PELAKBANAAN DAN PERTANQGUNOJAWABAN
Pasal 24

Ferjulanan dinay diskasnslan berdasarkan Surat Perintan Fejalanan
Dinas {SPPD] yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang menunit format

Perjulanun Dinas {SPPDj untuk perjalanan dinas yang blacyanya dibebanian
pada anggaran yang tersedin pads Qrganisasi Perangkat Dacrah {OPD] atang
unit kerja ninnys.

Pejabat yung berwenang dalam menerbitkan Swat Perintah Perjalanan
Dinay {SPPD] sekaligus menctaghmn tingkat polongan perjalanan dinas dan
yang bersangkutan dengen memperhatiban kepentingan werta  mijusn
perjalanan dinas tersebut

Paxal 25

yong icish melakukan perjaixnan dines wajib menyampalken dokunien
pecjAlanan

Dalam hal kesalahan, keialeian dan kestpaas sebagaimana dimaksud pada
zyat (2] dapat dileennian tHndakean berupa :

[ L R TN (BT T T
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